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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tugas penting dari pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan dan

membangun infrastuktur publik melalui alokasi dan pelaksanaan belanja pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran daerah merupakan alat terpenting bagi

pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin

kesinambungan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab

itu pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan

kinerjanya kepada masyarakat sebagai pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk

memperoleh informasi terkait dengan aktivitas atas pelaksanaan anggaran tersebut.

Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban dari suatu badan hukum atau instansi

pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban untuk melaporkan dan

mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan hasil pengelolaan

sumberdaya publik. Pemerintah harus menyajikan informasi yang terkait dengan

pengelolaan dana publik untuk memberikan penjelasan secara lengkap kepada seluruh

kelompok stakeholders, sebagai perwujudan transparansi pengelolaan dana publik untuk

menciptakan well-informed society. Secara sederhana, akuntabilitas anggaran adalah

anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dari sisi proses,

pencapaiannya dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terutama kelompok

sasaran, yaitu masyarakat. Kemudian dari sisi hasil, anggaran akuntabel harus

diimplementasikan dengan cara-cara yang transparan dan kompetitif. Akuntabilitas

berkaitan dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil

pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.
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Akuntabilitas memiliki makna bahwa setiap program dan kegiatan dari

penyelenggara negara atau daerah harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa dalam

pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada asas-asas umum yaitu salah satunya

akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan

desentralisasi, akuntabilitas publik merupakan kata kunci. Untuk mendukung dilakukannya

pengelolaan dana publik (public money) yang berdasarkan konsep value for money, maka

diperlukan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang berorientasi pada

kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk

masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya

disingkat DPM-PTSP adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

menerima pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan pada

Pemerintah Kota Palembang, serta mempunyai fungsi di bagian penanaman modal.

Melalui Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk

membentuk unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Pembentukan unit pelayanan

terpadu perizinan di Kota Palembang diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat

yang menginginkan pelayanan perizinan yang terbuka, efisien, tepat waktu dan merata.

Oleh sebab itu peran DPM-PTSP Kota Palembang sangat besar dalam pengertian

interaksinya secara langsung dengan masyarakat.
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Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, DPM-PTSP Kota

Palembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu. Oleh sebab itu DPM-PTSP Kota Palembang mempunyai

program pelayanan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditentutan oleh

DPM-PTSP Kota Palembang. Visi DPM-PTSP Kota Palembang yaitu “Terdepan Dalam

Pelayanan Perizinan dan Investasi”, dengan misinya yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, profesionalisme aparatur, kualitas

sarana prasarana dan administrasi

2. Meningkatkan promosi dan kerjasama pengembangan peluang investasi

strategis

3. Meningkatkan aksebilitas, fasilitas, dan advokasi pelayanan perizinan dan non

perizinan

4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi

Selanjutnya dari perumusan visi dan misi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk

program-program yang nyata. Perencanaan strategik merupakan sarana yang

menghubungkan antara perumusan strategi oleh organisasi dengan penganggaran, dimana

antara tahap perencanaan strategik dengan penganggaran terdapat tahap pembuatan

program. Tahap pembuatan program merupakan tahap yang dilakukan setelah perencanaan

strategik. Program merupakan rencana kegiatan dan aktivitas yang dipilih untuk

mewujudkannya sasaran strategik tertentu beserta sumberdaya yang dibutuhkan untuk

melaksanakan program-program tersebut. Berikut adalah program dan kegiatan yang

dijalankan oleh DPM-PTSP Kota Palembang :
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Tabel 1 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Tahun 2016

No. Program Uraian Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur

Peningkatan manajemen mutu aparatur

5 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi

Pengembangan potensi unggulan daerah
Penyelenggaraan pameran investasi

6 Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Perizinan dan
Non Perizinan

Sosialisasi prosedur pembuatan perizinan dan non
perizinan
Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2016

Tabel 1 menunjukkan bahwa DPM-PTSP Kota Palembang mempunyai 6 program

kerja yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi DPM-PTSP Kota Palembang sebagai

unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu kepada masyarakat Kota Palembang. Apabila program dan kegiatan tersebut

berjalan dengan cukup baik, lancar dan tertib, diharapkan pelayanan investasi dan

perizinan terpadu kepada masyarakat akan baik pula. Sesuai dengan komponen
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perencanaan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD)

Kota Palembang tahun 2017-2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan

kepada DPM-PTSP Kota Palembang adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi serta Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non

Perijinan. Secara rinci indikator kinerja DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2017-2018

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palembang. Berikut adalah realisasi

anggaran program kerja pada DPM-PTSP Kota Palembang tahun anggaran 2016 :

Tabel 2 Realisasi Anggaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Tahun Anggaran 2016

No. Program Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Selisih
(Rp)

Persentase
(%)

1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

2.456.318.571,53 2.274.850.276,00 181.468.295,53 92,61

2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

498.000.000,00 417.896.384,00 80.103.616,00 83,91

3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur

254.400.000.00 244.065.000,00 10.335.000,00 95,93

4 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

357.675.000,00 282.808.111,00 74.866.889,00 79,06

5 Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi

254.500.000,00 247.060.715,00 7.439.285,00 97,07

6 Program
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Perizinan dan Non
Perizinan

237.870.000,00 220.145.000,00 17.725.000,00 92,54

Jumlah 4.058.763.571,53 3.611.755.896,00 447.007.675,53 88,98
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) DPM-PTSP

Kota Palembang Tahun 2016
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Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa program pelayanan administrasi

perkantoran merupakan program yang memperoleh alokasi anggaran paling besar yaitu

sebesar Rp. 2.456.318.571,53 atau sebesar 60,51% dari keseluruhan anggaran program

yang ada pada DPM-PTSP Kota Palembang. Program pelayanan administrasi perkantoran

mempunyai 15 kegiatan untuk menjamin terpenuhinya semua kebutuhan administrasi

perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang. Tujuan pelaksanaan program pelayanan

administrasi perkantoran berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor 1.16.01.01.34.01.5.2 Pemerintahan Kota

Palembang Tahun Anggaran 2016 dan 2017 adalah untuk lancarnya pelayanan administrasi

di DPM-PTSP Kota Palembang. Besarnya anggaran program pelayanan administrasi

perkantoran, akan berpengaruh pada besarnya pertanggungjawaban dalam penggunaan

anggaran tersebut dan kontribusinya dalam memberikan pelayanan investasi dan perizinan

untuk masyarakat di Kota Palembang. Anggaran program pelayanan administrasi

perkantoran merupakan anggaran rutin pada DPM-PTSP Kota Palembang yang digunakan

untuk membiayai segala kebutuhan administrasi perkantoran pada DPM-PTSP Kota

Palembang. Berikut adalah alokasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran

di DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2016-2017 :

Tabel 3 Alokasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPM-

PTSP Kota Palembang

No. Tahun Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Selisih
(Rp)

Persentase
(%)

1 2016 2.456.318.571,53 2.274.850.276,00 181.468.295,53 92,61
2 2017 2.052.349.901,00 1.476.069.385,00 352.424.516,00 80,72

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DPM-PTSP Kota Palembang

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa anggaran untuk program pelayanan

administrasi perkantoran pada tahun 2017 menurun sebesar 16,44% dari anggaran program
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pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2016. Anggaran program pelayanan

administrasi perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang bersumber dari APBD Kota

Palembang yang digunakan untuk membiayai belanja keperluan administrasi perkantoran

selama satu tahun yang harus dikelola dengan optimal sehingga meningkatkan kinerja

pelayanan publik DPM-PTSP Kota Palembang berlandaskan pada prinsip-prinsip good

governance. Berikut adalah realisasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran

di DPM-PTSP Kota Palembang pada tahun anggaran 2016 :

Tabel 4 Realisasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DPM-
PTSP Kota Palembang Tahun 2016

No. Kegiatan Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Persentase
%

1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.680.000,00 0,00 0
2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik
109.924.571,00 89.919.992,00 81,80

3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor

31.580.000,00 29.654.000,00 93,90

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional

76.950.000,00 70.933.410,00 92,18

5 Penyediaan jasa administrasi
keuangan

85.220.000,00 75.954.600,00 89,12

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.000.000,00 34.900.000,00 99,17
7 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja
45.000.000,00 31.589.150,00 70,19

8 Penyediaan alat tulis kantor 230.000.000,00 229.974.215,00 99,98
9 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
437.502.000,00 431.997.325,00 98,74

10 Penyediaan komponen
listrik/penerangan bangunan kantor

8.480.000,00 8.447.500,00 95,55

11 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

174.140.000,00 167.392.500,00 96,12

12 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

62.590.000,00 59.298.900,00 94,74

13 Penyediaan makanan dan minuman 7.800.000,00 7.735.000,00 99,16
14 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah
48.400.000,00 35.285.800,00 72,90

15 Penyediaan jasa tenaga pegawai
tidak tetap

592.052.000,00 566.310.444,00 95,65

Jumlah 2.456.318.571,53 2.274.850.276,00 85,28
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) DPM-PTSP
Kota Palembang Tahun 2016
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Tabel 4 menunjukkan realisasi anggaran program pelayanan administrasi

perkantoran. Secara persentase realisasi penyerapan anggaran program pelayanan

administrasi perkantoran mencapai 85,28%, pencapaian ini dapat dikategorikan efektif.

Berikut adalah realisasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran pada tahun

2017 :

Tabel 5 Realisasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DPM-
PTSP Kota Palembang Tahun 2017

No. Kegiatan Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Persentase
(%)

1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.680.000,00 3.936.000,00 84,10
2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik
206.454.800,00 132.897.317,00 65,64

3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor

27.540.000,00 17.700.000,00 68,60

4 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional

16.950.000,00 9.906.450,00 58,44

5 Penyediaan jasa administrasi
keuangan

121.280.005,40 56.220.000,00 65,92

6 Penyediaan jasa kebersihan
kantor

24.720.000,00 19.424.200,00 78,57

7 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja

48.000.000,00 31.589.150,00 70,19

8 Penyediaan alat tulis kantor 200.000.000,00 199.969.000,00 99,98
9 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
200.000.000,00 190.491.500,00 82,17

10 Penyediaan komponen
listrik/penerangan bangunan
kantor

6.703.896,00 6.673.000,00 99,53

11 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

23.500.000,000 23.500.000,00 61,84

12 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

7.800.000,00 5.805.000,00 74,66

13 Penyediaan makanan dan
minuman

94.560.000,00 58.887.350,00 77,24

14 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

300.000.000,00 299.670.418,00 58,52

15 Penyediaan jasa tenaga pegawai
tidak tetap

546.000.000,00 419.400.000,00 72,94

Jumlah 1.828.493.901,40 1.476.069.385,00 80,72
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) DPM-PTSP
Kota Palembang Tahun 2017
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Berdasarkan tabel 4 realisasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran

tahun 2016 dapat diketahui bahwa terdapat anggaran yang tidak terserap yaitu anggaran

untuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi sebesar 0%, hal tersebut

terjadi karena penggunaan anggaran yang ada belum digunakan dengan maksimal dalam

pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat. Ketidaktepatan dalam perencanaan

anggaran akan menimbulkan underfinancing atau overfinancing, dalam hal ini anggaran

dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan kebutuhan dari program

pelayanan administrasi perkantoran pada DPM-PTSP Kota Palembang. Anggaran sebagai

alat untuk melaksanakan strategi DPM-PTSP Kota Palembang harus dipersiapkan dengan

sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan.

Kemudian tabel 5 realisasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran

tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat anggaran kegiatan yang realisasi anggarannya

dapat dikatakan belum efektif karena banyak kegiatan yang penyerapan anggarannya

menurun dari tahun 2016 yaitu kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional dengan realisasi sebesar 58,44% dan kegiatan penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi sebesar 61,84% serta kegiatan rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan realisasi sebesar 58,52%.  Anggaran

program pelayanan administrasi perkantoran adalah program yang bertujuan untuk

meningkatkan kelancaran administrasi kantor sehingga anggaran program pelayanan

administrasi perkantoran lebih banyak digunakan untuk keperluan kantor dari DPM-PTSP

Kota Palembang seperti perlengkapan dan peralatan kantor, penerangan kantor, kebersihan

kantor, penyediaan saran dan prasana yang mendukung pelayanan investasi dan pelayanan

terpadu serta untuk keperluan honorarium pegawai.
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Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam

mengenai akuntabilitas penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran

pada DPM-PTSP Kota Palembang, karena anggaran program pelayanan administrasi

perkantoran yang sangat besar maka besar pula dalam akuntabillitas pengelolaan

anggarannya dan bagaimana kaitan penggunaan anggaran program pelayanan administrasi

perkantoran dalam meningkatkan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan kepada

masyarakat Kota Palembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

sebagai sumber informasi yang bermanfaat kepada DPM-PTSP Kota Palembang dalam

memaksimalkan pelayanan investasi dan perizinan terpadu yang berlandaskan dengan

prinsip-prinsip good governance.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka penelitian ini dapat

dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana akuntabilitas penggunaan

anggaran program pelayanan administrasi perkantoran pada DPM-PTSP Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan

dilakukan yaitu: Untuk menjelaskan akuntabilitas penggunaan anggaran program

pelayanan administrasi perkantoran pada DPM-PTSP Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus informasi

bagi DPM-PTSP Kota Palembang dan pihak terkait dalam menghadapi kendala-kendala

yang ada dalam akuntabilitas penggunaan anggaran program pelayanan administrasi
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perkantoran dalam rangka memberikan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan

terpadu kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan

ilmu pengetahuan administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas

penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran pada DPM-PTSP Kota

Palembang
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